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bahwa untuk Fnetaksanakan ketentuan Pasat 31可 at(2)huruf b
Pera積爾n貯縣i轟雛 滝願

『

23確m2010 ten議電 3ad舗 村artotika

Nasionat, FFraka dalarTI Fattka cttsierlsi dan efektifitas  pemberian

由 k彗彎静 揺 緩S壷肴

"軒
asむ療 風甲 轟 a轟 d麟 隆 経 搬 継 3onal

kbupaten  (BNNK) K・ Onawe  ぬ ね総  bidattg  ttnce3ahatt  dan

pemberantasan peredaran getap serta penyalaれ gunaatt narkotika

Frtu彗書er由曜奮tttkくン3attisasi datt Tata lt=ja Bttdan撻 覆轟《滝i黎覆撻動 at

Kabupaten Konawe:

babwa 錯窟減涛l 
…

捨彗製ぃ proses pe薇 1liha希 辮 X Xbtta彎 葬xギリadi

instattsi Vertikal di ttQbttpaten Konawe,Inaka Pletatta tria綱 3NNK
Konawe  tertetth  dahutu  pettbentukattnya  ditetapkan  dengan

hratu滝 奮 Stlpati K癬犠we datt uttt灘 (雙露 oltara tetap ttenitti bagia織

dari Perangkat DaeFah Kabupaten Konawel

bahwa berdamrkatt ptttinbaF葬猾sebatti澪ほぉ di機賭暑d Padal需出fa
dan httruf b di atas, 輸aka dipandang pertu ditetapkatt dengan

Peraturan 3upati.

|む吾dattg‐ uttda喬言NoFnOF 29 Ta毎むn1959 tentattg ttbentukatt DaeFah‐

Daerah Tingkat l: di Sutawesi(Lernbaran Nettara Repubtik lndonesia

Tahttn 1959 NomoF 74,  Tattbahan LembaFan Nttgttra Republi欺

:桑くねnesね 1822);

Undang‐ Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika(Lembaran

Negara Repubtik ヤ劇bttetta Tahun 1997 Nomor 10, Tarnbahan
LettbaFan NegaFa Repttbtik lndonesia Nomor 3671);

Undang―Undantt Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotjka(Lembaran

Negara Rlepublik !義dottesia Tahun 2009 Nomo「  143, Tambahan
Lembaran Negara Republik:ndonesia Nomor 5062);
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unda可3‐
Unda猫彗NO豫or 33 tahu■ 2爾 Tenta爾暉Pe貢爾battan Keuangan

愚 tara pemerintah Pusat Dan 3aerah(Llettbaratt Nettra nepublik

lndonesia Tahun 20C4 Nomor 126, Tambahan tembaran Netara
Repubtik lndonesia Nornor 4438);

Undang… undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Sebas Kotusi,Korupsi dan Ne,oti]■ e(拍el覗baran Nttara睦
'tlbtik

lnldlo韓esia ttahttn 1999 No無 0「 75, 丁attba競n Le:筆 baran ttegara

Repubtik indonesia Nomor 3852);

Uttdangこundang Nottor 12 tahun 201l tentang pembentukan PeratLIran

perundang‐ undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

2004 Nonor 82, Tambahan tembaran Negara ReF/ubli資 1■ζ蜘庸3sia

Nomor 5234);

undan雲―unldang Repubtik indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang

AparatLIr Sipit Negara (LeFnbaran Nettara Repubtik indonesitt Tahun

2014 Nomor 6,Tambahan tembaran Negara Republik indonesia Tahun

5494);

thdangtttdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang petterintahan Daerah

(Lembaran Nにgara Repubttk indonesia Tahtl■  2014 Nomor 244,

Tambahan  建ernbaran  Negara  RePttblik  indonesia  Nornor  55817)
sebagairnana tetah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang‐

Undang 授omor , Taれ u■ 2015 tentang Perubahan  Kedua  Atas

undang‐ uidang Nomor 2B Tahun 2014  telnltang  Plemlerintahan

Oaerah  (LeFnbaran  Netara Re,ubtik  indonesia  Tahun  201 5

Nornor  58,  Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

5679);

Peraturan Pemettntaれ Nomo「 26 Taれun 2004 Tentang perubahatt Nama

Kabupaten Kendatt melliadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara

Tahun 20044 NottК 》r103);

Peraturan Pemerintah Nottor 58 Tahun 2005 Tentang Pettgetotaan

Keuangan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan

腱mbaratt Neara Nむmor 4578);

Peralu『an Pemerintah NottoF 38 Tahun 2007 Tentang Pettbi]ian

urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran

Negera Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 丁ambahan
te需むaran N翼3ara ttpubtitt indonttia NoFnOr 4738);

Peraturan Petterintah Nomor 41 丁ahun 2007 Tentan3 0rgani`asi

Perangkat Oaerah (Lembaran Nettara Republik indonesia lcmor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4745)i
peraturan Pemerintah Nomor 6 丁ahun 1988 tentang Koordinasi

漁零iatan lnstanS Vertittal di Daerah(撻 FTlbaran Nega覆 豫〕publik

l■do■esia Tahun 1988 NO難OF 10, Tambahatt LembaFan NegaFa
Repubtik indoneda Nomor 3373);

Peraturan Pernerintah Nornor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pernindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipit

(抽91■baran NetaFa Re,響bモ:k indOnesia Taれu■  2003 No『 lof 15,

Tambahan Lenlbaran Negara Republik indonesia Nomor 4263);
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15,  peraturan Pemerintah Nomor 79 丁ahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, 丁ambahan Lembaran

Negara Nomor 4593);

16.  Peraturan presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika

Nasional;

17。  Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian Urusan
Pemerintahan (LeFnbaran Daerah Kabupaten Kona、た, Tahun 2007

NOmOr 44);

18。  Peraturan Menteri Dalam Negett NOmor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan 3erlta Daerah;

19.  Peraturan Menteri Datarn Nege百  Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjじ k Teknis Penataan oFganiまsi perangat Daerah;

20.  Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata

Naskah Dinasi

21. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 53 Tahun 201l tenttng
pembentukan Produk Hukurn Daerah;

22. Peraturan Kepata Badan Nar漁口断ka Nasionat Nomor 3 Tahun 2015
tentan2 oFganisasi dan Tata KOtta Badan NaFkotika NaS10nat pFovinSi

dan 3adan Narkotika Nasional Kabupaten.

MttUTUSKAN:

〃Enetapkan: PERATυ RAN 3UPA丁 I KONAWE TENTANC PLM3ENttUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NAS10NAL KA3UPATEN KONAWE

BAB I

KETENttUAN UMじM

Pasat l

Datam peraturan 3upatiini yang dirnaksud dengan:

1. Daerah adatah Kabupaten Konawe.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan υrusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Oaerah dan DPRD rnenurut asas otOnorni dan tugas pernbantuatt dengan prinsip otOnorni

setuas‐tuasnya dalanl sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia
sebagairnana dirnaksud datam undang‐ Undang Dasar Negara Repubtik lndonesia 1945.

3.  Pemerintah Daerah adatah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyetenggara
pemerintahan Daerah。

4. Badan Narkotika Nasionat Kabupaten Konawe yang setanjutnya disebut BNNK Ko織awe
adalah Lembaga Lain yang dibentuk pada Pemerintah Kabupaten Konawe.

5. Peraturan Bupati adatah PeratuFan 3upati Ko■ awe.
6. Kepata Daerah adatah Bupati Konawe.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
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8. Xepata 3NNK Konawe adatah Kepata Kepata 3NNK Kabupaten Konawe.

9。  Perangkat  Daerah  Kabupaten  adalah  unsur  pembantu  Kepala  Daerah  datam

menyetenggarakan Pemerintahan Daerah yans terdiri dari Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Keturahan

serta Lambaga Lainnya.

10.3adan PertiFnbangan」 abatan dan Kepangkatan yang setanJutaya disingkat BAPERJAKAT

adalah 3adan PertiFnbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe.

11.Esetonering adatah tingkatan iabatan strukturat.

12.Ketompok Jabatan Fungsionat adalah KelorTlpok」 abatan Fungsionat Tertentu.

BAB ::

P口MBENTUKAN,KEDUDUKAN,TUCAS,FUNCSt DAN SuSUNAN ORCANISASl

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasat 2

(1)Dengan peraturan Bupatiini dibentuk Organisasi dan ttata Ketta BNNK Konawe;

(2)Pembentukan Otta■isasi dan ttata Ketta 3NNK Konawe sebagaimana dimaksud pada

ayat(1)rnengatur rnengenai kedudukan,tugas dan fungsi,susunan organisasi dan tata

ketta BNNK Konawe.

Bagian Kё dua
Kedudukan

Pasat 3

(1)BNNK Konawe merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dalarn penyusunan dan
petaksanaan kebijakan nasional yang beFSifat spesink dibidang Narkotika;

(2)BNNK Konawe dipirnpin oleh seorang Kepata;

(3)Kepata BNNK Konawe secara administratif dan secara teknis operattonat bertanggung
jawab kepada Bupati Konawe metatui Sekretaris Daerah dengan berkoOrdinasi pada

Badan Narkotika Nasionat Provinsi(BNNP)SutaWesi Tenggara.

Bagian Ketiga

丁ugaS dan Fungsi

Pasat 4

BNNK Konawe mempunyai tugas metaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam

ぃЛlayah Kabupaten Konawe.
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Pasa1 5

Datam melakmnakan tugas sebagaimana dimaknd pada pasa1 4 tersebut di atas,BNNK

Konawe ttenッeten3ga厖趣n funtti:

a, petaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana keria tahunan di

bidang P44GN dalatt wilayah Kabuttlten Xonawe;

b, Petattnaan kebijakatt teknis di bidattg pettcegahan, pemberdayaan masyarakat,

rehabititasi dan pernberantasan datarn witayah Kabupatett Konawe;

c. Petalttanaan tayattan huku爾 l dan ketta ttma dataFn Witayah Kabupaten Konawe,

d. Petaksanaan k00Fdinasi dan ketta sama P46N dengan instansi ptemefintah tefkait dan

komponen masyarakat dalam wilayah Kampaten Komwe;

e. Pelayanan administrasi 3NNK Konawe;dan

f.  Petaksanaan evatuasi dan petaporan 3NNK Konawe.

3agian Keempat

SuSUNAN ORCANiSASi

Pasat 6

(1}Sumnan organisasI BNNK Konawe terdiri dari t
a. Kepata BNNK;

b. Subbagian Umurn;

こ。 Seksi Pencetahan dan Pさ 積わcttdayaatt nsyarakat;

d, Seisi pernberantattLn;

ee Seksi Rehabititasil dan

f.  Kelornpok Jabatan FLIngsionat.

(2)3agan Struktur Ortani諏菫 3NNK Kon瑠腱 鸞bagaittana ttmaホ 戦」 Pada Ayat(1)
tercanturn dalam LampiFa■ Peraturan 3upati ini.

Pasat 7

Kepala 3NNK Konawe mettpunyai tttgas:

a. 縫 mimpin 3NNK Konawe dalam pela機 naan tugas,fungsi,dan wewenang 3NN dalam

v燿layah Kabupaten Konawe;dan

b. mwaklti Kepata BNN datarn lneta健 通na趣韓hubungan ketta sama P4GN dettgan instansi

pernerintah terkait dan komponen masyarakat datarn witayah Kabupaten Konawe.

Pasat 8

Subbagian umum mempunyai tugas metakukan penytapan bahan petaksanaan koordinasi
penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prattrana dan urusan

rumah tangga,pengetotaan data info「 rnaゴ P46N,tayanan hukurn dan ketta saFTla, urusan

tata ttFttFatan, kepegawaia精 , 無町a籠雪an, keattsipan,doku需 む薇tasi, おubuttgatt mawarakat,

dan plenyusunan evaluasi dan pelaporan dalam ttlayah 3NNK Konawe.
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Pattt 9

SeksI Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas metakukan penyiapan

bahan petaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan

P46N,kebijakan teknis P46N,diseminasi informasi dan advokasi,pemberdayaan alternatif

dan pettn serta FnasyaFakat, dan evatuasi dan petaporan di bidang pencegaれ an dan
pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Konawe.

Pasat 10

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas metakukan ttnyiapan bahan pelaksanaan koordinasi

penyusunan rencana strategis dan rencana ketta tahunan,kebijakan teknis P4GN,asesmen

penyalah guna dan/atau pecandu narkotika,peningkatan kemampuan tembaga rehabilitasi

medis dan rehabititasi sosiat penyatah euna danノ atau pecandu narkotika baik yang

disetenggarakan peFneFintah maupun FnaSyaFakat,  peningkatan kemampuan tayanan
pascarehabititasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, dan

evatuasi dan petaporan di bidang rehabititasi dalam witayah Kabupaten Konawe.

Pasat ll

Seksi pemberantasan mempunyai tugas metakukan penゴapan bahan petaksanaan koordinasi

penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN,

adrninistrasi penyetidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, pengawasan

distrtbusi prekursor sampai pada pengguna akhir, dan evatuasi dan petaporan di bldang

pemberantasan datam witayah Kabupaten Konawe。

BA3 ‖|

ESELONERING

Pasa1 12

Kepata 3NNK adatah Jabatan strukturat Eseton in‐ A;
Kepala Subbagia dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon lV… A.

１

２
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BAB IV

PENGANGKATAN,PEMiNDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
DARI DAN DAL飼喘JABATAN

Pasal 13

Kepata BNNK Konawe diangkat dan diberhentikan oteh Bupati setetah mendapat
pertimbangan tertutis dari BAPERJAIGT sesuai peraturan perundang-undangan yang
beftaku ;

Kepala Kepala Sub Bagian dan Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris
Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

BA3 V

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasat 14

Semua unsur di tingkungan 3NNK Konawe datarn metaksanakan tugas wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integFaSi, Sinkronisasi, sirnplifikasi, transparan dan akuntabet termasuk

dalam mettalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan kompοnen masyarakat di
tingkat Kabupaten Konawe。

Pasat 15

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengk● ordinasikan
bawahan masingirnasing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi petaksanaan

tugas bawahan.

Pasat 16

Setiap pimpinan satuan organisasi Nttib melaksanakan system pengawasan dan
pengendatian intern di tingkungan masing― rnasing yang memungkinkan tertaksananya
mekanisme uji sitang.

Pasat 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, rnernatuhi petunjuk, dan bertanggung
jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat
waktu.

Pasa1 18

(1)Fungsi kο ordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan metalui koordipasi dengan pimpinan

tembaga pemerintah balk Provinsi rnaupun Kabupaten/Kota,komponen masyarakat dan

pihak tain yang dipandang pertu.

(2)
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(2)KooFdina壺 ま,bagaittanaま F71aksud pada ayat(1)ditakukan metatui:

a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu… waktu jika dipertukan

untuk penyusunan dan perumusan kebilakan nasionat di bidang P4CN;

b. Ketta sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing‐ masing datam

petaksanaan kebijakan di bidang P4GN;dan

c. Kegiatan tain ttsuai dengaFl kebutuhan`

Pasat 19

(1)Dalam rangka P4GN,3NNK KOnawe metakukan siaga informasi 24  (dua puluh empat)
jam di bidang P4GN`

(2)3erdasarkan hasit informasi sebagairnana dimaksud datan ayat(1), 3NNK Konawe
segera mengambil langkah_tangkah yang dipertukan serta metaksanakan tindak awal

untuk pemberantasan dan pemutusan Jaringan kttahatan terorganisasi penyalahgunaan

dan peredaran getap narkotika, psikotropiほ , prekursor dan bahan adiktif tainnya
kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohot yang tettadi di witayah setempat

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

(3)PetakSanaan ketentuan sebagaiFnana dirnaksud Pada ayat (2) dilakSanakan secara
terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat,instansi pemerintah,dan pihak lain

terkait.

Pasat 20

BNNK KOnawe melaporkan tangkah― langkah dan tindak awal yang diambit sebagaimana

dirnaksud datam Pasat 19 kepada Bupati Konawe dengan berkoordinasi kepada Kepata BNN

Republik lndonesia rnetatui Kepala BNNP Sutawesi Tenggara.

Pasat 21

Kepala BNNK Konawe melaporkan Petaksanaan dan Penyelenggaraan tugas dan fungsi 3NNK

Konawe Kepada Bupati dan tembusan■ ya disampaikan kepada BNN Republik indonesia dan

BNNP Sulawesittenggara secara berkata atau sewaktu‐ waktu jika dipandang pertu.

BAB Vi

PttMBIAYAAN

Pasa1 22

(1)Segata pernbiayaan yang dipeFtukan bagi petaksanaan tugas BNNK Konawe dibebankan
kepada APBD KabupateR dan sumber anggaran tainnya yang syah dan tidak rnengikat;

(2)BNNK Konawe melaporkan dan mempertanggung jawabkan seturuh pelaksanaan
kebijakan operasionat yang pembiayaannya berasal dari APBN kepada BNN.
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BA3 V‖

KETENTUAN LAlN― LAIN DAN PENUTUP

Pasat 23

(1)Dengan bertakunya PeratuFan Supati ini,maka PeFaturan 3upati Nomor 25 Taれ un 2009

tentang Pernbentukan Organisasi dan Tata Ketta Petaksana Harian Badan Narkotika

Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015 Nomor 79)
dinyatakan dicabut dan tidak bertaku tagi.

(2)Hat‐ hat yang betum diatur datam Peraturan 3upati ini akan diatur kernudian,sepanjang

爾engenai aturan petaksanaannya;

Pasat 24

Peraturan Bupati ini rnutai bertaku pada tanggal diundangkan。

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundan3an Peraturan

Bupatiini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Konawe。

Ditetapkan di Unaaha

Pada bngg試 ,「 市 咤岬じ 2015

BUPATI KONAWE,

KERY SA:FUL KONGGOASA
Diundangkan di unaaha

Pada Tanttat,「 OHbl野■  2015

P●薇bina Utama Muda,:vた
Nip.19590818198701 1002

BERITA DAERAI.I KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NO'I'IOA:?.0.{'A
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